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BARB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
sistem Perenc anaan

> Tahun 2004 tentang
bahwa setiap daerah secara
dan tanggap terhadap

Dengan ditetapkan UU No. o
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan

Sislc:nmlis,lCl'arnh,lcrpmlu menyeluruh
perubahan,dengan Jenjang  perencanaan yaitu  perencanaaan  jangka
) harus menetapkan Rencana Pembangunan ,)::r:;’-,‘,::‘.
(RPJIM)

panjang, (ka bupaten/kota
Pembangunan jangka Menengah

panjang (RPJP) Daerah,Rencana
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah( RKBD) .

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) ,sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga
mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

pedoman kepada Renstra OPD dan mengacu

SKPD,yang disusun dengan
kepada RKPD .sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan
Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),Kebijakan
Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Satuan Kerja perangkat Daerah
pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 2018 Renja OPD merupakan
dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun
guna mengoprerasionalkan  RKPD yang disertai dengan  upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat
yang sudah dicapai oleh,OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, merupakan rencana perr%b‘angunan
tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Par}logg
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selata?n_ tahun 20 16_—2021
seperti yang tertuang dalam Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas,diperh.ﬂfan tindakan 4n\\'ata
bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi I?among Praja dan
e Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
latan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut

Pemadam Kebakaran, misl
Kebakaran Kabupaten Pesisir Se
ntif dan reprensif dalam menjaga

indakan preve
| Menyelenggarakan tinda | P
ketefltraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyara
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struktur sosig) Untuk berperan aktif

keberadaan
ketertibe
A1 Uimim sera

dan
‘N‘I\:\\]V,Z\I\HT\

2. Memberdavakan
menjaga ketentraman
kebakaran dalam kerangka perlindungan masya ) i

E aKn

pencegahan, proteksi dan penang
£ anganan

3. Menyelenggarakan upaya

kebakaran.
serta kuantitas dan kualitas

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertit
ol € 2 ceteriioban
umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran :
A 4 arKaran.

1
Pamong Praja dan Pemadam

Je P - s : ..
Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi

Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, akan dijadikan sebagai
pedoman dan rujukan dalam menyusun progrurﬁ dan kegiatan S:n,uanl Po%ie,i
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun gqig
yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunanya juga
memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Pusat yang

dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana
Kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2018 adalah :
an Daerah Otonom

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentuk
Kabupaten dalam lingkungan dalam daerah Propinsi Sumatera Tengah
a Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang

(Lembaran Negar
1 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara

Undang Nomor 2
1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958(
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomorl08, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang — Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang — Undang Nomor
slik  Indonesis

Tanggung Jawab Keuangan Negara (
Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Reput

Nomor 4400);
75 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanas
blik Indonesia Tahun 20(

4. Undang - Undang Nomor
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repu . >
Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
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5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
- ~ Do 1 ~ . dev 11 s s *1g
Antara 1-< i rintah Pusat dan l(,"" lfv‘n,ah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban lLembaran Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun ).‘()()/" tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah(Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Nomor 35587)sebagai mana telah beberapa

Nomor 9 tahun 2015 tentang
tahun 2014 tentang

Indonesia
Undang
Nomor

Republik

Negara
Republik
23

Negara
kalidiubah terakir dengan Undang-
atas Undang-Undang

perubahan kedua
Daerah (Lembaran Negara
Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Indonesia Tahun 2015

Pemerintahan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Daerah (Lembaran Negara

Penyelenggaraan Pemerintahan
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Pengawasan

Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
un 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tah
Indonesia);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
n Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Tambahan Lembara
rintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
endalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
gara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Peme
Penyusunan, Peng
Daerah (Lembaran

Tambahan Lembaran Ne

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Tahapan, Tata Cara

14. Peraturan Menteri

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
3
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Dan kvaluasi Pelaksanaan Renc

Penyusunan, Pengendalian,
Daerah;

2010 tentang Satunn Polis Pamong

i anx 2

9 ambahan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentan standar
Operasional Prosedur Satua PPolisi Pamong Praja

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

ahun 2016 Tentang Kedudukan,
Urain Tugas

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 T
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan
Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud
Terciptanya Sinergitas
ketentraman dan ketertiban
dengan melibatkan segala stak
dalam penegakan Peraturan Daera

dan singkronisasi penyelenggaraan urusan
umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
e holders dan instansi terkait, serta optimalisasi

h dan peningkatan kapasitas linmas.

1.3.2 Tujuan
an Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan

Tujuan penyusun

Pemadam Kebakaran Tahun 2018 adalah :

aran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Terwujudnya penjab
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Terwujudnya integritas,smkronisasi dan sinergritas Penyelenggaraan dan
aman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir

2
pemeliharana ketentr
Selatan

3. Terwujudnya penegakan Per aturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Pesisir

ahaya Kebakaran pada masing-masing nagari

Selatan;
4. Terwujudnya pencegahan b
wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
4
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum

1.3Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Rentra OPPD,memuat Kajian
(riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang scharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD berdasarkan

dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun

realisasi program
sebelumnya.

terhadap capaian kinerja
ah ditentukan dalam

Pelayanan Renja OPD,berisikan kajian
merintah No.6 tahun

Kinerja

pelayvanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sud

SPM,maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pe

aturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2007 . jika indikator yang
fungsi masing-masing OPD,serta

tugas dan
dangan yang berkaitan dengan kinerja

N
V)

2008 ,dan per
dikaji,disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-un

pelayanan.
aan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai :

2 3 [su-isu Penting Penyelenggar
Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan OPD, Permasalhan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis

dan kegiatan tahun yang

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program

direncanakan.

aran didasarkan atas

JUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
fungsi OPD yang

BAB III TU
nja,perumusan tujuan dan sas

3.1 Tujuan dan sasaran Re
penyelenggaraan tugas dan

isu-isu penting
n target kinerja Renstra OPD.
- faktor-faktor yang

rumusan
dan

dikaitkan dengan sasara

dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai
pertimbangan  te rhadap rumusan  program
kegia[an.rvi\':xptnlasi program dan kegiatan serta penjelasan jika ru'ml}sim
programl dan kegiatan tidak sesuai dengann rancangan awal RKPD, baik jeias
: pagu indikatif,maupun kombinasi K eduanya.

programi/ kegiatan,

3.2 Program

menjadi ~ bahan

no

BAB IV PENUTUP

___—-4
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EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksannan Renja SATUAN POLISI PAMONCG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKRAN Tahun Lalu.
Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan
POLISI PAMONG PRAJA DAN
tidaknya

KEBAKARAN Kabupaten
tahunan dari Rencana Strategis SATUAN
PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan tercapai
pelaksanaan kegiatan —kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
Laporan Akuntabilitasi Pemerintah. Akuntabilitasi

mempertanggung

Kinerja
bentuk
am

kewajiban

perwujudan untuk
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dal
suatu

melalui

berdasarkan
ait dengan

merupakan suatu
Jjawabkan keberhasilan atau

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terk
hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar
pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2016 dan perkiraan
target tahun 2017. Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai

berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja.

kinerja merupakan ukuran kuantitaf yang

Penetapan indikator
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan
Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (imput), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat(benefit) dan dampak (impact). Indikator-
indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku
dan indikator lainnya penetapan indikator kinerja untuk masing-masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

adalah

Evaluasi Program Tahun 2016.
2016

1.
Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pada tahun

Sebesar Rp. 2.361.605.692,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam
ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp. 2.267.807.213,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan
ratus tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) atau terealisasi 96 %.

Scanned by CamScanner



por

Renja Sancan Polisi Pamong Praja dan Damkar 2018

PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran dan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 :

Realisasi Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Delete

Insert

Backspace |

r/ 1 Penyediaan jasa konﬁxnﬂ{ém, \—’/4 it
SDA dan listrik 36.060.000 | 27071234\ >
- 2 Penyediaan jasa administrasi (B T
keuangan 100600 i 314001000 § 000
- 3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 15.942.000 | 15.689.400 | 282
beralatan kerja 9.600.000 6.450.000
- 5 | Penyediaan alat tulis kantor 19.486.360 19.127.585
Penyediaan barang cetakan \
6 | dan penggandaan 31.582.000 31.160.040 :
z instalasi listrik penerangan 8.377.500 7.278.750 ;
Penyediaan Bahan bacaan l\
8 dar(; Peratufanyperindane 10.600.000 | 10.520.000
undangan
Penyediaan makanan dan '1\ m
9 | minuman 35.560.000 | 35.460.000
Rapat-rapat koordinasi dan "- 7\ 9987
10 | pobsltasi ke luar daerah 75.210.000 | 75.115.899
Penyediaan jasa pengaman l m
11 | pantor 573.450.000 | 573.143.400
mpa koordinasi dan \ m
12 | jonsultasi dalam daerah 135.450.000 | 124.475.000
Penyusunan Rencana e 9936.582 | 91,84
13 | grategis SKPD___ R oo .
ol TEROGRAM PENINGEAIAY | | -
5 | sARANA DAN PRASARBNE. _ i70266.580| 3411453160
" | APARATUR d e
e an Peralatan Gedung 80,63
14 zi‘)”ﬂ‘rm”] c 04864830 | 20.049.000
{ ant e —
b *."‘ .' ] s 8
\ljharaan Rutin/berkala : ’
R 42193830 | . 40.921.000
Gedung Kantol =
e Rutin/Berkala ‘
| Pemeliharaan ; 161.128.148
16 | Kenderaan Dinas/ 1947090004 >
7
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Operasional

oo MQMTM

Pakaian Dinas

- | Penge adaan
| beserta Perle ngkapannya

dan l’cl:nihnn

I | Pe ndxdil\ an :
¥ ! ormal =
Pendidikan

Damﬁ m/\nggom

116.971.400
99,11

116.971.400 |

116.929.150 \ T o

115.929.150

fi-»’;}57-§07.180\ 99,33 1\
24 .998 900 ! 100,00

22.242.000 |

57.791.660

25.000.000
22.579.830 98,50
10.166.280 | 99,55

|

'¥ | satpol PP
| Pendidikan &  Pelatihan
20 | | Beladiri, Huru Hara dan 10.211.830
/ | Drum Band \
f ' : / PROGRAM PENINGKATAN | i o \ \.
J 5. | KEAMAN. ,_456.601.35,0_ 537.980 | 96,04 |
! KENY NGKUNGAN ; . \
{ ' Pengendahan Ketentraman \
/ | 21 | Masyarakat dan Ketertiban 371.200.000 353.301.640 | 95,18
‘ , Umum \
/ [ 22 / ftusendlon R 85.401. 290\ 85.236.340\ 99,81 |
| | Objekwu;ata FENIE) SN \
[‘, / ~ |PR AHARAAN | =
| 6. ;‘E‘;‘N | 475.136.23 | 98.33 |
,'F ' [Pembentukan Tim SKS 41.635.225 \ 38.554.850 \ 92,60 \\
1 | =
/ | 24 / Operasi ~ PAM  Kegiatan | ,¢ 15, 410 \ 26.013.820 Mgg,aw \
/ ,1 Festival Langisau :
[ ' Sosialisasi Perda Nomor 1| o -4 oo 65.802.585 08.74
/ | 25 | Tahun 2016 | \
| | Kemah Bhakti Sosial Satpol \
/’ | 26 | PP se- Sumatera Barat tahun | 60.557.000 \ 59.867.000 98,86 \
1’ ,,,,,",J | 2016
;F 1 ]:0perasing BAMSTONEE sDetpilgyis 5 375 \ 95.312.480 | 99,79
l ' Singkarak
! [ | Operasi PAM Lebaran I 5.56.224:040 \ 55797 380 | 99,17 l‘
o | | 98,59 |
' 29 f Operasi Balimau Paga 1 25.826.700 \ 25462800 FA\‘L_,,*A.W 77\
T ‘
Pcn elenggaraan a 07 06
ik 58.700.000 \ 57.504.310 '
\ =l
| 97,83

30

| linmas di daerah
' Pembentukan

penangganan kantrantib dan

Perda | 53 203000 | 433.793.000
l

3] :
"" | Trantibum
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Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan
anggnrnn .sclx‘s:n- Rp.2:.214.719.047, terurai dalam 6 program dan vi’.\
kegiatan,diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau ‘nnlnnlzll sama
dengan tahun 20106
Apabila dikatitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Selatan
“7‘c.’n.tmjudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais dan
Sejahtera”™ dan misi nomor enam yaitu mengurangi tingkat kejahatan,
kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang, pada dasarnya kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
nitraman

Backspace

keenam tersebut. Untuk mencapainya
mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan kete

masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masy

Kabupaten Pesisir Selatan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerjz

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA sebagai berikut :

Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan bila

dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
asitas sumber daya manusia dalam

Belum optimalnya kemampuan dan kap
ertiban umum, Ketentraman Masyarakat, perlindungan
ah dan Peraturan Kepala Daerah;

penyelenggaraan ket

masyarakat, dan penegakan Peraturan Daer
Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum,
ungan masyarakat dan penegakan Peraturan

ketentraman masyarakat, perlind

Daerah dan peratutran Bupati;
n sarana dan prasarana penunjang operasionalis

Ketersedia
dan fungsi Satpol PP yang belum memadai;
in

Belum dipahaminya serta utuh tentang outcome yang ing

sehingga masih adanya kesulitan merelisaikan sasaran program

kegiatan ,
i outcome kegiatan yang menunjang efektivitas progr
mani indikasi kegiatan

menjad
Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedo

dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam meren

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihe
POLISI PAMONG PRAJA dalam ketertiban umum, ketentrami
kegiatan tahunan

masyarakat dan penegakan Peraturan D
maka peningkatan kinerja organisasi mel

perlindungan
a, menjadi hal yang mutlak dilaku

Kepala Daerah,
yang dilaksanakany
dan terstuktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan
ONG

ditetapkan berdasarkan Renstra SATUAN POLISI PAM

arakat di

1 terhadap

asi tugas, pokok
dicapai dari setiap
am/kegiatan;

canakan kegiatan.

wdapi oleh SATUAN
\n masyarakat,
h dan peraturan

alul

kan secara sistematis

sasaran yang telah
pRAJA Kabupaten

9
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' 758 2 daarnke or

kebersamaan

4. Sliiliglfnelﬁftxzzsnfillgp l)\":)](.)(“ll.i”“\‘l‘_V;”,]g (-ﬁ‘k.lil dan semangat
ketertiban Uumum, k(:l(“,l;ll\‘;:l;::l}ll tr(n',‘l):;”j(- ‘11:,”;" kf“;-””i“"‘;”' penyelenggaraan
benegakan peraturan lwrundmm»1'1;111"]1’:;’-;:1‘ l':(nl(-:'t:(l‘\”“1&'“”»,’1““‘\4:””k:” (\."”.‘
selatan dengan arah kebijakan : e o B L Thnien Pesinh
s xf:;:li":::;it:’“‘kt')-()‘l"(‘l|-n-."1:ai melalui mekanisme yang ada dalam rangka

nmsv‘.““km 'd"l” \()(‘ ll‘l _),(T']' llllli:lll, k(‘l(‘nll:lnl:l-n ll\:l.‘av:ll‘:lk;ll, p!‘llnnd\lngnn
_L):{(‘I-“q]l \\(,\‘ui,l‘l‘ "”N_L(l\,fl“ l(‘l':llll.l':lll Daerah dan peraturan 'K(:pulr:x
Ses a dengan kebijakan publik dan melaksanakan langkah inovatif
dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan  misi Kabupaten pesisir
| selatan dan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kabupaten Pesisir Selatan. E
b. I\/It‘n_velenggarakan Ketertiban umum, ketentraman
masyarakat,perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah yang terintrgaritas satu daerah dengan
lainya, antar OPD dan masyarakat.
] 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatann Nomor
08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan organisasi Satuan polisi pamong praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pesisir selatan dan peraturan Kepala
Daerah Pesisir selatan dan pearaturan Bupati kabupaten pesisir selatan
Nomor 37 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, Bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggung jawabkan kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban
umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan
Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan program dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan

Kepala daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan linmas;

b Peiaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala

Daerah; :

C Pelaksa’naan kebijakan  penyelenggaraan umum  dan
ketentraman msygrakat; = |

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; f
.Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peratur

Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

a.

ketertiban
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Renja Sar,
Satean Po
olist Pamong Praja dan Dambkar 2018

masyaraka ¢ Y tat
N(‘gxii s tl dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai
£ Bang Sipil dan/ atau aparatur lainya; 3
nl(‘ll;;'inlll:im]i terhadap masyarakat, aparatur
B dan menataati Aol /
> egakan Peratur: aers
K(‘paln Basrahs pe ga 1 ran Daerah
g. Pelaksana ¢ i : :
£ anaan tugas lainya yang diberikan peraturan Kepala Daerah.

hukum agax

atau badan
dan peraturan

dan Fungsi SATUAN POLISI

2.3 If’su-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
AMONG PRAJA Tugas, Pokok dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya Peraturan
Selatan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Kabupaten Pesisirt

Daerah Kabupaten Pesisir
Pamong Praja
ahun 2010

pembentukan Organisasi Satuan Polisi
Selatan dan Peraturan Kepala Daerah Pesisir Selatan Nomor S 17 (0
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatat Kerja Satuan polisi Pamong Praja
Kabupaten Pesisir Selatandalam Melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu
oleh Unsur pelaksana, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dibantu oleh :

A. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Bertugas menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan,
mengoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan
dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan,
keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga,
urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan sesuai dengan

pedoman dan peraturan.

B. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

i agl dinasikan
Bertugas menyusuil rencana kegiatan, membagi tugas, mengoor i
i 4 dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam
mengolah pedoman dan

mengendalikan, menilai
mengumpulkan bahan, ;
k pelaksanaan pembinaan

pelaksanaan kegiatan, d 5 o
iuk teknis, menyusun pe oman dan petun]
e n ketertiban umum untuk menegakkan

dan pengembangan ketentraman dan
Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.

C. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
membagi tugas, mengoordinasikan,
petunjuk kepada bawahan dalam

bahan, mengolah pedoman dan

mnjuk pelaksanaan PPNS.

rencana kegiatan,
-j 50
: ' ilai erl
mengendalikan, menilai dan m«‘:m?kan
pelaksanaan kegiatan, mengumpu e
petunjuk teknis, menyusun pedoman dan j

Bertugas menyusull
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sasaran, kebijakan an tujuan akan mengarahkan kepada perumusan
>~ 5'b Drogram d: : ESAk X S
SA’I.‘U.AN POLISI PAMONG PR an kegiatan dalam merealisasikan misi dari
Pesisir Selatan. Untuk " I' RAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten
PEMADAM KEBAKARAXELWL‘JUdkan misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
Kabupaten pesisir selatan, maka perlu dijabarkan

kembali menjadi i
Jadl tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional
UAN POLISI PAMONG

Adapun ; .
PRAJA DAN ggﬁg,\yﬁ“g ingin dicapai dalam Renja SAT
seperti yang tertuang d KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013,
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untuk progr AKARAN Kabupaten Pesisit Selatan tabun 2016-2021
program dan kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:
perasi wilayah serta patroli

Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan o

a.
rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.

b. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat
berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum serta penanganan kebakaran.

c. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.

d. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar
yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.

e. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah.

fis T erpenuhinya kemampuarn personil dalam penanganan kebakaran dan

proteksi kebakaran
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